
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3794); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025); 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PERDESAAN 
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

TENTANG 

BUPATI TOBA SAMOSIR 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NOMOR 2.S TAHUN 2018 

SALIN AN ., 

Mengingat 

. - 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pelayanan angkutan umum 
telah dilaksanakan rapat koordinasi Tim Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Tahun 2018 dengan rekomendasi kesepakatan 
bersama besaran Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba 
Samosir; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dan Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Tarif 
Angkutan orang yang melayanai trayek antarkota dalam 
Kabupaten yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten 
ditetapkan oleh Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penetapan Tarif Angkutan Perdesaan di Kabupaten Toba 
Samo sir; · 



I I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir; 
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir; 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba 

Samo sir; 
6. Angkutan adalah perpindahaan orang dan/ barang dari suatu 

tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan; 
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 

disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran baik langsung maupun tidak langsung; 

8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa 
angkutan orang dengan mobil, bus dan/ atau mobil penumpang 
umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan 
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal; 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN 
PERDESAAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

·, 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tam.bah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
260, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5594); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia ·Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan 
Kendaraan Umum; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba 
Samosir; 

10.Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 77 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir; 



Setiap pengusaha / pengelola / pemilik angkutan perdesaan wajib 
menginformasikan besaran tarif angkutan dengan cara menempelkan 
stiker tarif angkutan disetiap kendaraan. 

BABV 
INFORMASI MENGENAI BESARAN TARIF 

Pasal 6 

( 1) Pen eta pan tarif didasarkan pada kondisi wilayah sosial dan ekonomi 
masyarakat; 

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk 
premi ansuransijasa raharja; 

(3) Perincian penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 

Penetapan tarif angkutan diselenggarakan untuk keseragaman tarif 
setiap trayek untuk angkutan orang dalam trayek. 

BAB IV 
TARIF ANGKUTAN UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Tarif angkutan untuk angkutan orang dalam trayek, dan 
b. Informasi mengenai besaran tarif; : I 

! ! 

BAB III 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
Pengenaan Tarif Angkutan untuk angkutan orang dalam trayek di 
Daerah; 

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
kepastian hukum atas tarif angkutan untuk angkutan umum dalam 
trayek di Daerah; 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

9. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat 
lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam 
trayek perkotaan; 

10.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi 
sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi; 

11. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain 
pengemudi dan awak kendaraan; 

Pasal 5 



. KMAN JANTI IAGIAN, SH 
PENATA TINGKAT I 
NIP. 19750804 200501 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR as 

HARAPAN NAPITUPULU 

dto 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

Diundangkan di Balige 
Pada tanggal \4 ~ei 2018 

DARWIN SIAGIAN 

dto 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal \4 \.fei 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Toba Samosir. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

(1) Pengusaha angkutan perdesaan yang melanggar ketentuan 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi 
administratif; 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) dapat 
berupa pencabutan Izin Trayek, Penundaan Perluasan Izin 
Trayek dan Pembekuan Izin Trayek; 

BAB VII 
SANKS I 
Pasal 8 

Bupati dapat mendelegasikan pengawasan penetapan tarif 
angkutan perdesaan terhadap Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Toba Samosir. 

BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal 7 



BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR z.s 

HARAPAN NAPITUPULU 

dto 

2018 
Diundangkan di Balige 
Pada tanggal \\.\ Vie~ 
Flt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR 

DARWIN SIAGIAN 

BUPATI TOBA SAMOSIR 

dto 

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN 
NO TRAYEK SESUAI DENGAN TRAYEK 

(Rp) 

I 2 4 

l. Balige - Laguboti 4.000 
2. Balige - Silimbat 6.000 
3. Balige - Porsea 7.000 
4. Balige - Lumban Julu 14.000 
5. Balige - Ajibata 20.000 
6. Balige - Silaen 7.000 
7. Balige - Matio 14.000 
8. Balige - Parsoburan 18.000 
9. Balige - Borbor 22.000 
10. TBalige - Nassau 22.000 
11. Balige - Pandumaan 7.000 
12. 1Balige - Hutagaol 3.000 
13. Balige - Aek Bolon 4.000 
14. Balige - Soposurung / Hinalang 3.000 
15. Balige - Tampahan 4.000 
16. Balige - Tangga Batu 6.000 
17. Balige - Meat 7.000 
18. Laguboti - Haunatas 4.000 
19. Laguboti - Sidulang 4.000 
20. Laguboti - Simanobak 6.000 
21. Laguboti - Porsea 4.000 
22. Laguboti - Silimbat 3.000 
23. Silimbat - Silaen 3.000 
24. Silimbat - Sitorang Jae 3.000 
25. Silimbat - Matio 7.000 
26. Silimbat - Parsoburan 12.000 
27. Silimbat - Barbor 14.000 
28. Silimbat - Nassau 14.000 
29. Silimbat - Porsea 3.000 
30. Porsea - Sosor Ladang 3.000 
31. Porsea - Siguragura 14.000 
32. Porsea - Parhitean 22.000 
33. Porsea - Janji Matogu 3.000 
34. Porsea - Sigaol 4.000 
35. Porsea - Sirait Uruk 3.000 
36. Porsea - Narumonda 4.000 
37. Porsea - Lumban Lobu 4.000 
38. Porsea - Lumban .Julu 5.000 - 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NOMOR : 'l.S'TAHUN2018 
TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN 

DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR 



: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten 
Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Insentif Tenaga 
Pendidikan Pada Pendidikan Nonformal Bidang Keagamaan, 
perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk 
pelaksanaannya: 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten 
Toba Samosir yang bemuansa religius, diperlukan kegiatan 
pembinaan dan pelayanan keagamaan masyarakat sebagai 
upaya membangun dan membentuk manusia berkualitas, 

.berahlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran 
agama yang dianutnya, salah satunya rnelalui pendayagunaan 
Guru Sekolah Minggu, Guru Mengaji dan Guru Nonformal 
Bidang Keagamaan lainnya dengan rnemanfaatkan sarana dan 
prasarana yang telah digunakan selama ini: · 

b. bahwa berdasarkan -permnba.ngan seeageimena dimaksud pada 
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba 
Samosir tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Insentif Tenaga Pendidikan Pada 
Pendidikan Nonforma1 Bidang Keagamaan; 

1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nornor 188, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republikindonesia Nomor 3794); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 20 Tahun 2003 
. tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republlik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

0 

C Menimbang 

PETUNJUKPELAKSANAAN· 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG INSENTIF TENAGA 

PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NON FORMAL BIDANG KEAGAMAAN 

TENTANG 

BUPATJ: TOBA SAMOSIR 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

. PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR 
NOMOR 26 TAHUN 2018 

SAL1NAN 

. ' 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang.dimaksud dengan: 
1. Daerah .adalah Kab.upaten Toba .Samosir. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh C:' Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan 

· dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang · 
I:>.a.s.ar N~gar.a &~p:ublik Jndonesla Tahun 1945, 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Df>RD adalah 

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 
'Iain yang sesuai dengan 'kekhueusannya, serta berpartisipasi dalam 
penyelanggaraan pendidikan. . 

7. Rumah Ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk 
keperluan tempat beribadah warga dan satuan pendidikan yang bersangkutan 
dan/ atau masyarakat umum. 

"8. · Pendidikan Nonformal · adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal ·yartg 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. . 

9. Ineentif a.dalah tambahan enghasilan yan diberikan seba ai penghar aan atas 

Pasal 1 

,BABI 
KETE?fTUAlf UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAM NOMOR 6 TAHUN 201 7 TENTANG 
INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN NONFORMAL 
BIDANG KEAGAM.AAN. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007· tentang 
Pendidikan Agama dan Pelayanan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
201 Tterttartg Pendidikan Keagamaan Kristen; _ 

6. Peraturan Menteri Agama Repubfik fndonesia Nomor 13 Tabun 
2014 ten tang Pendidikan Keagamaan Islam; 

7. Peraturan Daerah · Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 
2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba 
Samosir; 

·8. Peraturan Daerah Kabupaten ·Toba Samosir Nomor 6 Tahun 
201 7 ten tang Insentif Tenaga Pendidikan pada Pendidikan 
Nonformal Bidang Keagamaan; 

·9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dart Fungsi serta serta 
Ta.ta Kerja. Dinas Pertdidikart Kabufjafen Toba Samosir. 

MEMU'l'USKAN : 

1 ~- .I 

i 



Kriteria Sekolah Min u yang mendapat Insentif adalah: 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Sekolah Mlnggu 

-BAB--IV 
KRITERJA PEMBERIAN INSENTIF 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
· a. : kriteria pemberian insentif; 
b. kus.Hf.iks.si Tenaga. Pencl:icl:ik Pada Pencli.cl-ikafl Noo. FGfifla.l Bicleg Kea.gama.a111 
c. tata cara pemberian insentif tenaga pendidik; 
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; 

Pasal 4 

. Peratnran Bupati irrr bertujuan untuk memudahkan proses pernberian insentif 
kepada Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan dengan Q memenuhi syarat dan ketentuan · 

BAB III . . . 
·RUA.NG 'L'INGKUP 

Pa.sal 3 

·ifagiah Ki,a'ua 
Tujuan 

I. 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untu.k menjadi pedoman pemberian bantuan 
atau penghargaan kepada Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Non Formal Bidang 
Keagarnaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 
melalui pemberian insentif dari Pemerintah Daerah. 

Pa.sal 2 

·sagian -, Kesatu 
Maksud c 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN, 

10. Pembinaan keagamaan adalah sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan 
bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu di bidang keagamaan. 

11. Pelayanan keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa di bidang 
keagamaan, 

12. Sekolah Minggu adalah wadah atau tempat atau media pembinaan dan 
pelayanan Agama Kristen dan Agama Khatolik melalui proses belajar mengajar 
dengan tujuan membina dan mendidik peserta atau anak-anak sekolah minggu, 
agar mengerti, memahami, menghayati dan rnengamalkan alkitab. 

·13; Guru 'Sekolah Minggu adalah pengajar khusus untuk peserta atau anak-anak 
sekolah minggu yang berusia 0-15 Tahun. 

14. Guru Mengaji adalah orang yang mengajarkan baca tulis Al Qur'an baik di 
masjid, mushalla, Taman Pendidikan Al Qur'an, maupun di rumah. 

15. Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Konghucu 
adalah pertdidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing dan melatih peserta. 



Untuk mendapatkan insentif dari Pemcrintah Kabupaten Toba Samosir, Guru 
Sekolah Minggu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memahami Alkitab dengan baik; 

· b. berakhlak mulia; 

Bagian Kesatu 
Guru Sekolah Minggu 

· B:ABV 
itUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN AGAMA NON FORMAL 

Kriteria Pasraman, Pesantian, Pabbajja, Shuyuan yang mendapat Insentif adalah: 
a. berkedudukan di wilayah Kabupaten Toba Samosir yang dibuktikan dengan 

surat keterangan domisiH-ruf?'.tah ·ibadah da.-ri Kenala Desa/Lurah1 
C'\ -.t' 

• b. memilikijumlah murid minimal 15 (sepuluh) orang; 
c. diselenggarakan oleh rumah ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama yang 

dibukikan dengan Surat Keterangan terdaftar dari Kementerian Agama 
· Kabupaten Toba .Samosir; 

d. memiliki tempat penyelenggaraan pendidikan agama non formal; dan 
e, tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pihak lain. 

Pasal 7 

· Bagian Ketiga . . . . 
.. Pasraman Pesa·.ritii.n ·-·Pabbajja Shuyuai'l ' ' . ' 

Kriteria Pengajiarr/Peeantren yang mendapat Insentif adalah: 
a. berkedudukan di wilayah Kabupaten Toba Samosir yang dibuktikan dengan 

surat keterangan domisili rumah ibadat dari Kepala Desa/Lurah; 
b. bukan sekolah formal Islam; 

tidak memakai sistem klasikal; . 
memilikijumlah santrirninimal 1s··(lifuaJ ia:ntti; 
memilik metode pembelajaran Al Qur'an sendiri; 
dtselenggarakan oleh gereja yang terdaftar di Kementerian Agama yang 
dibukikan dengan Surat Keterangan ·. terdaftar dari Kementerian Agama 
Kabupaten Toba Samosir. . . . 

.g. meriiiliki' tempat penyelenggaraan .. Pengajian; · dan · 
h. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pihak lain 

c. 
d. c­ f. 

Pasal 6 

Baglan Kedua 
Pengajia.n/Pesantren 

b. bukan Sekolah Formal Kristen; 
c. Surat Keputusan Pengangkatan Guru Sekolah Minggu; 
d. memiliki siswa minimal 15 (lima belas) anak didik; 
e. diselenggarakan oleh gereja yang terdaftar di Kementerian Agama yang 

dibukikan dengan Surat Keterangan terdaftar dari Kementerian Agama 
Kabupaten Toba Samosir. 

f. tidak sedang menerima dana bantuan yang serupa dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pihak lain. 

4 



Untuk mendapatkan. Insentif Tenaga. Pendidik, Pada Pendidikan Nonformal Bidang 
K€-aigamaan, Pimpinan L€mbaga Keagamaan m€nyampaikan usulan kepada Bupati . . . 

Untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Guru 
Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha dan Guru Sekolah Konghucu harus 
memenuhi persyaratan .sebagai b.erikut: 
a. bisa membaca tulis; 

0. b. berakhlak mulia; 
c. penduduk dan berdomisili di Kabupaten Toba Samosir, dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Kependudukan; 
d. memHiki kepunssan pengangkatan zpenghunjukan Guru Sekol.ah Hindu, Guru 

Sekolah Budha dan Guru Sekolah Konghucu dari pengurus Lembaga yang 
menyelenggarakan pendidikan non formal bidang keagamaan; 

e. telah mengabdi sebagai Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha dan Guru 
S~kolah Konghucu minimal 2 (dua} tahun yang dibuktikan dengan ke-putusan_ 
pengangkatarr/penghunjukan sebagaf Guru Sekolah · Hindu, duru s·ekofah 
Budha dan Guru Sekolah Konghucu yang dikeluarkan oleh Pengurus Lembaga 
yang menyelenggarakan pendidikan non formal bidang keagamaan masing­ 
masing; 

f. tidak sebagai pegawai ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI dan Polri. 

··sAil"VI 
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF 

Pasal 11 

PasaJ. 10 

Baglan Ketlga 
-Guru.Sekolah-Hlndu, .Guru Sekolah,Budha dan Guru Sekolah .Konghucu 

· Untuk mendapatkan insentif dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Guru 
Mengaji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. bisa membaca tulis Al Qur'an; 
b. berakhlak mulia; 
c .. penduduk dan berdomisili di Kabupaten · Toba Samosir, ·dibuktikan dengan 

··Kartu Tanda .Penduduk/ SuratKeterangan Kependudukan; 
d, memHiki keputusa.r.t -pet1.gMgka-tM1/:t,et1ghut1juka.n gu:ru met1.gaji dari pengurus c-:i Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal bidang keagamaan; 

-1 e. telah mengabdi sebagai Guru Mengaji minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan 
dengan keputusan pengangkatan/penghunjukan sebagai Guru Mengaji yang 
dikeluarkan oleh Pengurus. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non 
formal bidan-g keagamaan; 

f. tidak sebagai pegawai ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI dan Polri 

Pasal 9 

Be-giafl. Kedua 
Guru -Mengaj{ 

d. memiliki keputusan pengangkatan/penghunjukan guru sekolah minggu dari 
Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal bidang keagamaan; 

e. telah mengabdi sebagai Guru Sekolah Minggu minimal 2 (dua) tahun yang 
.dibuktikan dengan keputusan pengangkatan/penghunjukan sebagai Guru 
Sekolah Minggu yang dikeluarkan oleh Pengurus Lembaga yang 
menyelenggarakan pendidikan non formal bidang keagamaan; 

f. tidak sebagai pegawai ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI dan Polri 

.. i~ . 



PasaJ. 15 

'{1) "Besaran 1nsentif yang akan diterima 'Tenaga 'Pendidik berbentuk uang, 
berdasarkan alokasi dana yang telah dianggarkan Pemerintah Daerah pada 
anggaran tahun berjalan disesuaikan dengan jurnlah Tenaga Pendidik yang 
telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi setelah memenuhi syarat dan 

· 'ketentuan, 
{2·) Besaran insentif yang akan diterima, ditetapkan bersamaan dengan penetapan 

jumlah Tenaga Pendidik oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 
(1) dan ditransfer langsung ke rekeni.JJ-K-BanJ:<: yang bersangkutan. 

BAB.-fil 
EVALUASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa1·14 

(1) Setelah data penerima insentif diverifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 
. ayat (2), Tim Verifikasi berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi selanjutnya 
mengusulkan - kepada Bupati untuk ditetapkan dengan melarnpirkan 
permohonan penetapan penerima berdasarkan persyaratan yang telah 
ditetapkan. 

(2) Nama-nama Tenaga Pendidik pada Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan 
selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Tenaga Pendidik pada Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan sesuai tahun 
anggaran berjalan. 

Pasal 13 

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan kepada Camat 
dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati guna mendapat verifikasi sesuai 
syarat dan kriteria yang telah ditentukan. 

(2) Bupati akan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan verifikasi atas usulan 
- atau ber.kas perrnohonan Tenaga Pendidik. 

(3J ·Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati dibawah koordinasi instansi di bidang pendidikan dengan 
melibatkan instansi di bidang sosial, keuangan, · inspektorat, lembaga 
keagamaan dan instansi teknis lainnya. 

Pasal 12 

3. Fotocopy Ijazah minimal tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat; 
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK); 
5. Keputusan Penunjukan sebagai Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Nonformal 

Bidang Keagamaan yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di rumah ibadah 
masing-masing; 

6. Daftar hadir yang diketahui dan ditandatangani pimpinan atau pengurus 
tertinggi rumah ibadah masing-masing mulai dari awal tahun sampai tanggal 
permohonan diajukan; 

-7. Fotokopi Buku Rekening Bank yang bersangkutan. 

6 
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HARAPAN NAPITUPULU 

Diundangan di Balige 
pada tanggal 30 Mei 2018 
Plt.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TOBA SAMOSIR, 

'ITO 

DARWIN SIAGIAN 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

'ITD 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal 30 Mei 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pa.sa! 18 

BAB IX 
KETENTUAN PENU-TUP 

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian Insentif Tenaga Pendidik 
pada Pendidikan Non Formal Bidang Keagamaan dan peiayanan keagamaan 
bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir dan pihak ketiga yang sah dan 
tidak mengikat. 

Pasal 17 

BAE VIII 
PENDANAAN 

Pembinaan dilakukan oleh instansi yang membidangi pendidikan dan hasil 
pembinaan disampaikan kepada Bupati sebelum Tahun Anggaran berakhir. 
Pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 15 dilaksanakan secara 
regular oleh instansi yang membidangi pengawasan. 
Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat menggunakan basil pengawasan 
sebagai bahan evaluasi atas pelaksana.an kegiatan. 

Pa.sal 16 
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